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ABSTRAK 

 

 

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET 

DI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK 

 

Oleh : 

MUGI HANDAYANI 

NIM : 01770623143 

 

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau 

pengusahaan sarang burung walet. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang 

Burung Walet diKecamatan Bungaraya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) Pengelolaan dan Pendapatan Kecamatan Bungaraya, UPTD 

melakukan survei lokasi ketempat penangkaran sarang burung walet untuk 

melakukan sosialisasi serta memberikan SPTPD kepada Wajib Pajak, kemudian 

Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya sendiri 

kekantor Badan Keuangan Darah Kabupaten Siak atau kepada UPTD, 

Kabupaten Siak menggunakan Sistem Pemungutan Pajak yaitu Self Assesment 

System. Tarif Pajak Sarang Burung Walet  yang digunakan sebesar 10%. 

Pembayaran serta pengisian formulir SPTPD diberikan waktu jatuh tempo pada  

tanggal 20. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 

terdapat beberapa kendala seperti kurangnya petugas pemungutan Pajak, 

kurangnya kesadaran Wajib Pajak, Wajib Pajak tidak tinggal ditempat 

penangkaran sarang burung walet. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Siak yaitu dengan menambahkan jumlah petugas pemungut Pajak, 

disiplin dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran WP, 

bekerjasama dengan masyarakat yang tinggal disekitar tempat penangkaran 

Sarang Burung Walet untuk mengetahui tempat tinggal Wajib Pajak Sarang 

Burung Walet. 

 

Kata Kunci: Pelaksanaan Pemungutan Pajak, Kendala Pemungutan Pajak, 

Upaya Pemungutan Pajak. 
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yang telah memberikan syafa’atnya kepada kita. Tugas Akhir ini disusun untuk 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli 

daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik 

daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi 

daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk 

Peraturan Daerah. 

Sumber-sumber keuangan daerah sebagai penerimaan dalam pelaksanaan 

desentralisasi salah satunya adalah kemampuan daerah mengelola Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) sebagaimana penjelasan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, 

bahwa pelaksanaan Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah 

Kabupatesn dan Kota, maka Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Siak menjadi sangat penting dalam menunjang Keuangan Daerah.  

Pendapatan asli daerah adalah sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai 

kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dan salah satu 

sumber PAD yang dominan setelah retribusi daerah adalah pajak 

daerah.Penerimaan pajak menjadi salah satu parameter kesejahteraan 

anggaran.Sektor pajak juga salah satu primadona bagi pemasukan kas daerah, 
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dalam kondisi yang sulit saat ini optimalisasi sektor pajak menjadi target utama, 

ini dilakukan untuk menjaga stabilitas anggaran daerah. 

 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang 

perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, dijelaskan 

bahwa pengertian pajak adalah Konstribusi Wajib kepada Negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.Hal ini 

menunjukan bahwa pajak merupakan pembayaran wajib yang dikenakan 

berdasarkan peraturan undang-undang yang tidak dapat di hindari oleh wajib 

pajak dan bagi mereka yang melanggar serta tidak mau membayar pajak akan 

dikenakan sanksi. Pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutan di 

Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah yang terbagi 

menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. 

Salah satu pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten siak 

adalah Pajak Sarang Burung Walet.Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung 

Walet. 

Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet tidak mutlak ada pada seluruh 

kabupaten/kota yang ada di Indonesia.Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang 

diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menggunakan atau tidak 
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menggunakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu untuk dapat 

dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota maka pemerintah daerah harus 

terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Sarang 

Burung Walet yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam pelaksanaan 

pemungutan dan pengenaan pajak sarang burung walet dikabupaten/kota  yang 

bersangkutan. 

Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, ( collocalia 

merupakan bahasa latin yang artinya Burung walet), yaitu collocalia haga (burung 

walet sarang putih), collocalia maksina ( burung walet sarang hitam), collocalia 

esculanta (burung walet sapi dan collocalia linci ( burung walet linci) 

Sarang burung walet memiliki keunikan yang membuatnya berbeda dari 

sarang burung pada umumnya.Sarang burung walet terbuat dari sejumlah besar air 

liur khusus dari induk walet yang mengeras. Air liur ini diproduksi didalam 

sepasang glanduale sublinguales( kelenjar di bawah lidah) dan hanya dipakai 

untuk membuat sarang, tetapi tidak untuk mencerna makanan. Kelenjar air liur ini 

sangat aktif saat burung walet membuat sarangnya. Air liur ini bersifat sangat 

lengket dan akan tersusun berbentuk helaian-helaian. Air liur ini mengeras oleh 

udara ditempat yang tidak terlindung membentuk substansi berwarna putih bersih 

menyerupai kaca. 

Sarang burung walet memiliki segudang keunggulan, yaitu sebagai bahan 

makanan yang memiliki kandungan gizi tinggi dan berkhasiat sebagai obat, serta 

sangat ampuh untuk menyembuhkan beberapa penyakit misalnya, sakit tipus, 

asma, dan jantung.Sebagai bahan makanan, walet mengandung gizi yang dibilang 
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lengkap dengan nilai yang tinggi, sarang walet mengandung kalori, protein, 

lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, vitamin, mineral dan Asam amino.Dan ada 

juga yang mengolahnya sebagai bahan dasar pembuatan kosmetik. (Nugroho, K, 

Hary, Budiman, Arief, 2010:6)   

Populasi walet di indonesia tersebar diberbagai daerah, bahkan dipulau 

terpencil pun terdapat kehidupan walet yang menghuni gua-gua kapur. Semakin 

lama populasi walet terus berkembang  dengan lokasi sentra baru yang terus 

bermunculan, terutama didaerah-daerah yang subur, karena harganya yang mahal 

dan permintaan yang terus meningkat kini peternak sarang burung walet mulai 

membudidayakan walet rumahan untuk menghasilkan hasil yang kontinu, 

berkualitas dan mudah didapat. 

Indonesia termasuk salah satu negara penghasil dan pengekspor sarang 

walet  terbanyak, yaitu mencapai lebih dari 75% dari kebutuhan dunia. Sisanya 

dipenuhi oleh Vietnam, Thailand, Malaysia, Myanmar, Cina bagian selatan, dan 

Fillipina. Hal ini menandakan bahwa indonesia memiliki prospek yang besar 

dalam budi daya walet dikarenakan kondisinya yang sesuai usntuk 

perkembangbiakan walet. (Nugroho, K, Hary, Budiman, Arief, 2010)   

Jika hal ini terus dikembangkan dan didukung oleh pemerintah dengan 

memberikan izin penangkaran sarang burung walet, membekali ilmu pengetahuan 

dan pelatihan kepada pengusaha atau peternak sarang burung walet tentang 

bagaimana cara memproduksi dan menjaga kualitas produksi sesuai standar, 

apabila pemerintah peduli dan memperhatikan para pengusaha atau peternak 

sarang burung walet, maka pengusaha atau peternak sarang burung walet akan 
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merasa luluh dan lebih giat melakukan usaha ini, kemudian dengan adanya 

pengawasan sektor perpajakan sarang burung walet  pemerintah akan mengetahui 

berapa banyak pengusaha yang patuh serta membayar pajak sarang burung walet, 

jika para pengusaha sarang burung walet patuh serta membayar pajak, maka akan 

menghasilkan keuntungan yang besar bagi Negara. 

Kabupaten siak khususnya kecamatan bungaraya adalah salah satu daerah 

yang melakukan pengusahaan sarang burung walet. Pemungutan Pajak Sarang 

Burung Walet ini telah dilaksanakan di Kabupaten Siak sejak tahun 2010, yaitu 

sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2010 

Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Penangkaran dan pengusahaan sarang 

burung walet yang hingga saat ini menjadi fokus perhatian masyarakat dan 

pemerintah kabupaten siak. Melihat bahwa pendapatan ekonomi yang dihasilkan 

atas pengusahaan sarang burung walet ini terus meningkat dan menjanjikan. Akan 

tetapi pemungutan pajak tersebut belum berjalan dengan baik dan belum mampu 

memberikan dampak positif secara maksimal terhadap Pendapatan Daerah 

Kabupaten Siak.  

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet diKecamatan Bungaraya 

dilakukan Oleh Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Pengelolaan dan Pendapatan 

Kecamatan Bungaraya. UPTD Pengelolaan dan Pendapatan kecamatan Bungaraya 

melakukan survei lokasi dan mendata jumlah ruko atau tempat penangkaran 

sarang burung walet yang masih aktif, dari hasil survei ditemukan sebanyak 35 

ruko atau tempat penangkaran sarang burung walet yang ada diKecamatan 

Bungaraya. Akan tetapi tidak semua ruko atau tempat sarang burung walet dihuni 
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oleh pengusaha atau peternak sarang burung walet dan tidak semua pengusaha 

atau peternak sarang burung walet membayar pajakterhutang atas penangkaran 

sarang burung walet kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. 

Penangkaran sarang burung walet diKabupaten Siak menggunakan atau memiliki 

3 jenis sarang burung walet seperti, sarang burung walet jenis mangkok yaitu 

sarang burung walletberbentuk setengah mangkok yang berkisar dari ukuran besar 

hingga ekstra besar (kelas atas) harga pasarannya sebesar Rp. 10.000.000 /kg, 

sarang burung walet jenis sudut yaitu sarang burung walet berbentuk segitiga 

yang berukuran sedang, harga pasarannya sebesar Rp.8000.000/ kg, sarang 

burung walet jenis patahan yaitu sarang burung walet berbentuk potongan karena 

pada saat pengambilan sarang burung walet tidak hati-hati sehingga bentuknya 

tidak utuh, harga pasarannya sebesar Rp.6000.000/ kg. Harga pasaran sarang 

burung walet tersebut telah diatur dalam Perataturan Bupati Nomor 1 tahun 2019 

pasal 2 Tentang Harga Pasaran Sarang Burung Walet. Hasil panen sarang burung 

walet tersebut akan dijual kepada pengepul sarang burung walet, pengepul sarang 

burung walet akan mendatangi tempat penangkaran sarang burung walet setiap 3 

bulan sekali, hal ini dikarenakan proses panen sarang burung walet yang 

dilakukan selama 3 bulan sekali. Dan pengepul sarang burung walet tidak pasti 

ada pada setiap daerah, dikarenakan pengepul sarang burung walet tidak seperti 

pengepul sawit dan juga pengepul getah karet. Pengusaha atau peternak sarang 

burung walet yang ada dikecamatan Bungaraya menggunakan jenis sarang burung 

walet jenis sudut.Hal ini dibuktikan dengan jumlah wajib pajak dan jenis sarang 

burung walet dari table berikut: 
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Tabel 1.1  Laporan Data Wajib Pajak Yang Terdaftar dan Membayar Pajak Serta 

Jenis Sarang Burung Walet  diKecamatan Bungaraya 

 

NO. NAMA USAHA 
JENIS SARANG 

BURUNG WALET 

1 Penangkaran Sarang Burung Walet Ik Seng Sudut 

2 Penangkaran Sarang Burung Walet Jon Yanto Sudut 

3 Penangkaran Sarang Burung Walet Djoni Indra Sudut 

4 Penangkaran Sarang Burung Walet Munir Sudut 

5 Penangkaran Sarang Burung Walet Ilmiah Sudut 

6 Penangkaran Sarang Burung Walet Dody Sudut 

7 Penangkaran Sarang Burung Walet Ricky Jecksen Sudut 

8 Penangkaran Sarang Burung Walet Siman Sudut 

9 Penangkaran Sarang Burung Walet At Joni Sudut 

10 Penangkaran Sarang Burung Walet Jon Suanto Sudut 

11 Penangkaran Sarang Burung Walet Suhadi Sudut 

12 Penangkaran Sarang Burung Walet Ipin Sudut 

13 Penangkaran Sarang Burung Walet Sutanto Sudut 

14 Penangkaran Sarang Burung Walet Cindra Wijaya Sudut 

15 Penangkaran Sarang Burung Walet Hendri Kosasi Sudut 

16 Penangkaran Sarang Burung Walet James Z Sudut 

17 Penangkaran Sarang Burung Walet Hamzah Sudut 

18 Penangkaran Sarang Burung Walet Sukiman Sudut 

19 Psenangkaran Sarang Burung Walet Aseng Sudut 

Sumber: Badan keuangan Daerah Kabupaten Siak, 2020. 

Pada table 1.1 dapat disimpulkan bahwa pengusaha sarang burung walet 

dikecamatan Bungaraya yang terdaftar dan membayar pajak sarang burung walet 

sebesar 54.30% atau sebanyak 19 pengusaha, sedangkanpengusaha sarang burung 

walet yang tidak terdaftar sebesar 45.70% atau sebanyak 16 pengusaha, hal ini 

disebabkan karena pengusaha atau petani sarang burung walet tidak menetap di 

ruko atau tempat penangkaran sarang burung walet dan kurangnya ilmu 

pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. 

Penjelasan diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang membayar 

pajak sarang burung walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Siak sangat sedikit.Pajak sarang burung walet juga memberikan 
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konstribusi yang sangat kecil terhadap pemasukan pajak daerah. Hal itu 

dikarenakan terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak 

sarang burung walet, diantarnya: 

 1. Sulitnya menemukan pemilik sarang burung walet yang ada dikabuaten 

Siak, khususnya kecamatan Bungaraya; 

 2. Pengusaha walet menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri ke Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Sehingga dibutuhkan kejujuran dari 

wajib pajak sarang burung walet dalam menghitung pajak yang akan 

dibayar ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. 

 3. Penjualan sarang burung walet ini pasarannya tidak secara terbuka seperti 

pasar lain, contohnya seperti peron sawit dan karet. 

Pendapatan pajak sarang burung walet dikecamatan Bungaraya tiap 

tahunnya mengalami kenaikan. Ditahun 2017 sempat mengalami penurunan, 

sedangkan pada tahun 2018-2019pendapatan pajak sarang burung walet 

mengalami kenaikan. Berikut table pendapatan pajak sarang burung walet 

diKecamatan Bungaraya dari tahun 2017-2019. 

Tabel I.2. Targer dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet dikecamatan 

Bungaraya Kabupaten Siak 

 

No Tahun pajak Targer Realisasi Persentase 

1 2017 RP. 635.375.000 Rp. 31.795.000 5.00% 

2 2018 Rp. 672. 890. 000 Rp. 98.836.000 14.68% 

3 2019 Rp  736.285.000  Rp 113.715.000  15.44% 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, 2020 

Pada table I.2 diperoleh informasi bahwa target pendapatan yang diperoleh 

pada tahun 2017 sebesar Rp. 635.375.000, dan realisasinya sebesar Rp. 

31.795.000, persentase yang diperoleh sebesar 5.00%. Selanjutnya target 
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pendapatan yang diperoleh pada tahun 2018 sebesar Rp. 672. 890. 000, dan 

realisasinya sebesar Rp. 98. 836.000. Persentase yang diperoleh sebesar 14.68%. 

Selanjutnya target pendapatan yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar Rp. 736. 

285.000, dan realisasinya sebesar Rp. 113.715.000, persentase yang diperoleh 

sebesar 15.44%. 

Keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, realisasi yang didapat dari 

pajak sarang burung walet belum mencapai target.Hal ini disebabkan karena 

masih banyaknya pengusaha atau petani sarang burung walet yang tidak patuh dan 

tidak membayar pajak sarang burung walet.Oleh karena itu diharapkan kepada 

petugas pemungut pajak sarang burung walet untuk lebih tegas dalam 

melaksanakan pemungutan pajak sarang burung walet. 

Pajak Sarang Burung Walet yang diharapkan untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak ternyata masih sangat jauh dari 

target pungutan pajak itu sendiri.Kasubid pendaftaran, pendapatan dan penetapan 

Pada Bidang Pendapatan Asli Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

menyatakan bahwa hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pengusaha 

sarang burung walet untuk membayar pajak. 

Satu hal yang perlu di sadari, belum maksimalnya pelaksanaan pemungutan 

pajak sarang burung walet dan belum tercapainya pendapatan pajak sarang burung 

walet yang sudah ditargetkan pada kecamatan Bungaraya, disinyalir belum 

optimalnya mekanisme pemerintah daerah kabupaten siak khususnya UPTD 

Pengelolaan dan Pendataan kecamatan Bungaraya selaku unsur pelaksana dan 

penanggung jawab unit kerja terkait dengan kegitan pelasksanaan pemungutan 
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pajak sarang burung walet belum mampu mencapai standar penerimaan sesuai 

targetnya.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis temui, maka penulis 

merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : 

“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI 

KECAMATAN BUNGARAYA ” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di 

kecamatan bungaraya 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan 

pemungutan pajak sarang burung walet?  

3. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak dalam 

meningkatkan  pelaksanakan pemungutan pajak sarang burung walet. 

  

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3. 1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dsan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di 

kecamatan Bungaraya. 
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam 

pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah kabupaten 

Siak dalam meningkatkan pelaksanakan pemungutan pajak sarang burung 

walet. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis di Badan Keuangan 

Daerah adalah: 

1. Bagi pembaca 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan pembaca mengenai Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang 

Burung Walet di Kecamatan Bungaraya, serta mampu meningkatkan 

kepatuhan dan kesadaran bagi pembaca dalam membayar pajak sarang 

burung walet. 

2. Bagi Penulis, 

Merupakan kesempatan penulis untuk mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan yang telah dipelajari pada perkuliahan dan juga pengetahuan 

yang terjadi di lapangan.Serta menambah wawasan tentang pelaksanaan 

pemungutan pajak sarang burung walet. 

 

1.4. Metode Penelitian 

1.4.1. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi tempat penulis melaksanakan penelitian  adalah di Kantor 

Badan Keuangan Daerah yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung 

Agung, Kelurahan Sungai Mampura Kecamatan Mampura, Kabupaten Siak. 
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1.4.2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian yang digunakan penulis dirancangkan selama tiga (3) 

bulan, yaitu mulai dari bulan januari sampai dengan bulan maret 2020. 

1.4.3. Jenis Data 

Jenis data yang penulis gunakan dalam melakukan penellitian ialah: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung 

dari objek penelitian yaitu pada Kantor Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Siak di Bidang Pendapatan Asli Daerah melalui wawancara. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, 

penulis memperoleh data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, yaitu 

dalam bentuk media perantara seperti bentuk laporan dan dokumen 

melalui kantor BKD Kabupaten Siak. 

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ialah: 

1. Wawancara 

Penulis mengumpulkan data dengan teknik wawancara, penulis 

melakukan tanya jawab secara langsung dengan kabid sub bidang 

pendataan, pendaftaran, dan penetapan pada kantor Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Siak terkait tentang pelaksanaan pemungutan pajak 

sarang burung walet. 
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2. Observasi 

Penelitian yang dilakukan penulis secara langsung di Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Siak untuk mengamati secara dekat tentang 

masalah yang diteliti. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan tentang pendataan yang 

disimpan. 

1.4.5. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara deskriptif, sebuah 

teknik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan 

data-data yang sudah dikumpulkan 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang 

menjadi dasar atau acuan menjadi dasar suatu penelitian. Dalam penulisan Tugas 

Akhir ini terdapat beberapa Bab dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan diakhiri dengan sistematika penulisan. 

BAB II  :  GAMBARAN UMUM INSTANSI 

  Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Siak. 
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BAB III  :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Bab ini akan membahas tentang tinjauan teori definisi pajak, fungsi 

pajak, prinsip pemungutan pajak,, sistem pemungutan pajak, 

penggolongan pajak, sanksi dibidang perpajakan, pengertian pajak 

daerah, jenis pajak daerah,  pengertian pajak sarang burung walet, 

dasar hokum pemungutan pajak sarang burung walet, subjek dan 

objek pajak sarang burung walet, dasar pengenaan pajak sarang 

burung walet, tarif pajak sarang burung walet, pelaksanaan 

pemungutan pajak sarang burung walet dikecamatan Bungaraya, 

Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan 

pajak sarang burung walet di kecamatan Bungaraya, upaya yang 

dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan pemungutan 

pajak sarang burung walet dikecamatan Bungaraya. 

BAB IV :  PENUTUP 

  Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dikemukakan 

atas penelitian yang dilakukan. 

DAFTAR PU STAKA 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH 

KABUPATEN SIAK 

 

2.1. Lokasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

Adapun Perusahaan/Instansi tempat penulis melaksanakan penelitian  

adalah di Kantor Badan Keuangan Daerah yang beralamat di Komplek 

Perkantoran Tanjung Agung, Kelurahan Sungai Mampura Kecamatan Mampura, 

Kabupaten Siak. Penulis ditempatkan di bagian Sub Bidang Pendaftaran, 

Pendataan, dan Penetapan. 

 

2.2. Sejarah Singkat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten   Siak  dibentuk   berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor  8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Siak Nomor 86 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Badan 

Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di 

bidang Keuangan dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan 

pemerintahan daerah di bidang Keuangan.Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh 

Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah.Rincian ketugasan, fungsi dan tata kerja Badan 

 

15 



 

 

16 

Keuangan Daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 86 

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. 

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut:  

a. Kepala Badan 

b. Sekretaris, membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Perencanaan; dan 

3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pembiayaan, membawahi : 

1. Sub Bidang Anggaran; 

2. Sub Bidang Belanja Pegawai; dan 

3. Sub Bidang Perbendaharaan. 

 

d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi : 

1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; 

2. Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan; dan 

3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi. 

e. Bidang PAD dan Dana Perimbangan, membawahi : 

1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan penetapan; 

2. Sub Bidang Penagihan, Penerimaan Pendapatan dan Pelaporan; dan 

3. Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan. 
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f. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi : 

1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB; 

2. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB; dan 

3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi. 

g. Bidang Aset, membawahi : 

1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi; 

2. Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi; dan 

3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset. 

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

2.3. VisiBadan Keuangan daerah Kabupaten Siak 

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang 

berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah secara konsisten 

dan tegas dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Mengacu 

pada batasan tersebut, maka didalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Siak 2016-2021 ditetapkan visi “Terwujudnya Kabupaten Siak yang Maju dan 

Sejahtera dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu 

serta Menjadikan Kabupaten Siak sebagai Tujuan Utama Pariwisata di 

Sumatera”. 

 

2.4. Misi Badan Keuangan daerah Kabupaten Siak 

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh 

Instansi Pemerintah sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Guna 
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mewujudkan dan merealisasikan Visi dimaksud, maka ditetapkan Misi Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Siak khususnya Misi Kelima yaitu “mewujudkan 

tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang 

prima”, dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Berjalannya sistsem pemerintahan yang desentralistis melalui 

implementasi desentralisasi politik, keuangan dan administrasi. 

2. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan dan 

akuntabel. 

3. Meningkatnya kinerja dan pelayanan kelembagaan pemerintah daerah. 

 

2.5. Tujuan 

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas, 

sebagai unsur pelaksana pengelolaan keuangan, Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Siak mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut : 

1. Meningkatkan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD 

secara berkesinambungan. Sasarannya adalah tercapainya realisasi 

pendapatan asli daerah yang lebih besar setiap tahunnya. 

2. Meningkatkan kualitas sistem psengelolaan keuangan daerah. Sasarannya 

adalah terselenggaranya pengelolaan keuangan sesuai standar yang 

ditetapkan. 

3. Meningkatkan pelayanan yang responsif. Sasarannya adalah 

terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas. 
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2.6. Tugas 

Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai tugas 

pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak, dibidang pajak 

bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak Tanah dan Bngunan, dan pajak daerah 

lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

2.7. Fungsi 

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai 

dengan visi dan misi daerah; 

2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang 

pendapatan, pengelolaan keuangan aset daerah; 

3. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang 

pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, 

lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan; 

4. Pembinaan dan pengendaliaan pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-

bidang, UPTB dan kelompok jabatan fungsional; 

5. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang 

berlaku; dan 

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 

tugasnya 
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2.8. Uraian Tugas (Job Description) Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Siak 

1. Kepala Badan 

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 

Keuangan. 

2. Sekretariat 

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan. 

Tugas : Membantu Kepala Badan dalm menyusun kebijakan, 

mengordinasian bidang-bidang, membina, melaksanakan dan 

mengendalikan adminsitrasi umum, keuangan, sarana prasarana, 

ketenagaan, kerumahtanggan dan kelembagaan. 

Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Perencanaan 

c. Sub Bagian Keuangan 

3. Bidang Pembiayaan 

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan melalui Sekretaris. 

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang Pembiayaan. 

a. Sub Bidang Anggaran 
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b. Sub Bidang Belanja Pegawai 

c. Sub Bidang Perbendaharaan 

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan melalui Sekretaris, 

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan Akuntansi dan Pelaporan. 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 3 Sub Bidang, yaitu : 

a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

b. Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan 

c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi 

5. Bidang PAD dan Dana Perimbangan 

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan melalui Sekretaris, 

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang PAD dan Dana Perimbangan. 

a. Sub Bidang Subbidang Pendaftaran 

b. Sub Bidang Penagihan, Penerimaan Pendapatan dan Pelaporan 

c. Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-

undangan 

6. Bidang PBB dan BPHTB 

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan melalui Sekretaris,  
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Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang PBB dan BPHTB. 

Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu : 

a. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB 

b. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB 

c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi 

7. Bidang Aset 

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan melalui Sekretaris , 

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di Bidang Aset. 

Bidang Aset terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu : 

a. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi 

b. Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi 

c. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset 

8. Unit Pelaksana Teknis 

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis 

operasional Badan.Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang 

Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Badan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan bidang operasionalnya; 
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b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Kelompok Jabatan SWFungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam 

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 

diangkat oleh Bupati. 

c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
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2.9 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

Gambar:2.1

 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 202 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Sebagai tahap akhir penulisan Tugas Akhir ini diberikan suatu kesimpulan 

untuk menjawab permasalahan pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka 

berdasarkan hasil pembahasan keseluruhan indikator penelitian dapat diberi 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak 

a. Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet dilakukan oleh 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

b.  Pajak dipungut berdasarkan Self Assessment System  

c. Pajak dipungut berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD) berdasarkan prosedur pemungutan dan penerimaannya. 

d. UPTD menyampaikan SPTPD kepada wajib pajak  

e. Wajib Pajak mengisi dan menandatangani SPTPD dengan jelas, benar 

dan lengkap. 

f. Jatuh tempo untuk mengisi formulir SPTPD tersebut sampai dengan 

tanggal 20 di setiap bulannya. 

g. Proses dilanjutkan pada bidang Pendapatan asli daerah, petugas akan 

melihat omset dan akan menetapkan pajak terutang. 

h. Petugas pelayanan melakukan perekaman dan pencatatan bukti 

pembayaran pajak sarang burung walet dan bukti bayar terdapat 

jumlah pajak. 
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2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak 

a. Kurangnya petugas pelaksana pemungutan pajak. 

b. Pemilik sarang burung walet yang tidak tinggal di ruko atau ditempat 

penangkaran sarang burung walet. 

c. Wajib pajak yang tidak mempunyai perizinan yang jelas. 

d. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam pemahaman pemungutan 

pajak sarang burung walet. 

3. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan pemungutan 

pajak 

a. Menambah petugas pelaksana pemungutan pajak. 

b. Berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan wajib pajak yang tidak 

menetap di ruko/ tempat penangkaran sarang burung walet. 

c. Mensosialisasikan kepada masyarakat/ wajib pajak  

 

4.2.  Saran 

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya disini penulis akan 

memberikan sedikit saran yang sekiranya dapat bermanfaat dan menjadi langkah 

awal untuk meningkatkan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, 

sarannya adalah: 

1. Petugas pajak harus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi 

kewajibannya dengan caramelakukan sosialisasi rutin terhadap masyarakat 

atau wajib pajak supaya wajib pajak lebih mudah dan faham dalam 

melakukan pembayaran pajak yang terutang. 
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2. UPTD selaku petugas pemungut pajak sarang burung walet dikecamatan 

Bungaraya harus meningkatkan kompetensinya untuk bisa melaksanakan 

tugas dalam mengawasi dan menyelenggarakan pemungutan pajak sarang 

burung walet, dan mengkaji potensi pajak sarang burug walet yang belum 

dioptimalkan selama ini. 

3. Memperketat pengawasan dan pemeriksaan pada setiap pengusaha atau 

peternaksarang burung walet yang sudah terdaftar terkhusus bagi 

pengusaha yang belum terdaftar agar potensi pajak sarang burung walet ini 

makin meningkat.  
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DAFTAR PERTANYAAN 

 

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet dikecamatan 

Bagaimana proses pendaftaran dan pengukuhan pajak sarang burung walet 

dikecamatan Bungaraya? 

2. Bagaimana proses pemungutan pajak sarang burung walet dikecamatan 

Bungaraya? 

3. Bagaimana proses pembayaran pajak sarang burung walet dikecamatan 

Bungaraya? 

4. Bagaimana proses penagihan pajak sarang burung walet dikecamatan 

Bungaraya? 

5. Apa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pajak sarang burung 

walet dikecamatan Bungaraya? 

6. Apa upaya yang dilkaukan Bungaraya? 

7. Untuk meningkatkan pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet 

dikecamatan Bungaraya? 
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